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2.1 Insemf;ii’ ﬁnves‘msi

P;::rla w20 terhadap invesiast asng langsung yang masuk ke dalam suatu

neﬁa:ra telal Emm ak perubahen semenjak sebagian besar negara memiliki

kebxjakarl v&n lheral wntuk menarik investasi dari berbagai perusahaan
mui{magion ;Dengml harapan bahwa perusahaan multinasional akan membawa
dampak po::n:am_ bagi perekonomian negara dalam bal meningkatkan lapangan
pekbrj&&ﬂ- mea}m@;%mkan ekspor, peninghkatan pendapaian dari sekior perpajakan

ih tekmologi dan mw pengetahuan yang telah menyebabkan

aiau; adany

pemerintab i seleruh dunia meaurunkan bambaten dalam berinvestasi dari

berf)aﬂﬁi béﬁ%‘lﬂg dan membuka sektor ~ sektor baru bagi investasi asing.
Pemeumah vti :»ehlmh dunia juga secara bersamaan menyediakan berbagai bentuk

mss;:ntir ﬂiVthi’aSi umuk menaril minat perusahaan asing agar menanamkan modal

di negman}ah -

; Pemmmh vang ada di duma bersaing untuk menarik investasi dengan

men gun‘im ;msemn karena dus alasan, yaitu mereka memburuhkan investasi
te,tsebut dm :ﬁalan kenyataannya, modal dar perusahaan — perusahaan besar di
dl:ima icmﬁ? mrgemk Uﬁtuk zlasan vang pertamé, pemerintab harus bernegosiasi

dﬂnﬂzm pm:é pemﬂiik modal dengan segala wondisi iklim investasi yang ada di

i

nﬁgaranya_ i %la':fm yang kedut mencipiakan suatn aspek persaingan dalam

hfélbllﬁ gan ;éﬁmara pemerintah dan pemilik modal, sepanjang investasi yang akan




dilakukan dapat berlekasi di lebih dari sats negara. { Adhytia dalam Thomas:

2007)

zSe’iain k‘%wna kédua alasan tersebur, pemerintah juga dihadapkan pada
adanya teE\anaa %Johtih unfuk memenangkan persaingan dalam menarik investsi
yang dlharapkan dapat *menclpiak'm lapangan pekerjaan sekaligus memperoleh
penemnaam éan seinor pajak. Selain itu, terdapat tekanan dari pibak lain
mengenai penimgnva pemberian insentif untuk menarik investasi, misalnya dari
pemetmtah daes:ah calon lokasi penanaman modal. Pada akhirnya, kebijakan —
kebuakav pentmg yen gtdlkelum kan mengaruh kepada perlunya menarik investasi
asing;sebagm kmm pembangmm ckonorsd yang mengarah kepada kesimpulan
bahwéa szmga?: jpfenting untuk menggunakan insentif sebagai daya tarik terhadap

invesior asing: | -
2.1.1 Dasar Hukum Pemberian Insentif Investasi di Indonesia

5Pemberj1aﬁi insentif investasi ¢i Indonesia, baik insentif fiskal maupun non
ﬁska,§ diatur sicéara jela:é dalam Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penasénaman Mﬁdai Be;rdasarkzsn Undang — Undang Penanaman Modal, fasilitas
beruiaa insen.“ifé investasi dapat diberikan atas investasi berupa perluasan usaha

maupun. invez’éﬁasi baru. Fasilitas berupa insentif dapat diberikan dalam kategori

msenﬁf ﬁskal dan Lnselmf non fiskal. Insentif fiskal yang dapat diberikan menurut

ketemuan daiam undang — undang tersebut ialah :

a. Pengm ang:an peng;hasalan aetio sampal tingkat fertenta terhadap jumlah

penanam:—m mmal yang dilakuken dalam wakiu tertentu;
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b. Peémbcbasaiz?atau pengurangan PPh badan dalam jumlah dan waktu terfentu

(m?x holfdma):;
c. Pezmbebasan ataw keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin atau

petrala*zan miru}s. keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam

negerz,

i

d. Pémb«abasaja:f:atau keringanan bza masuk bahan baku atau bahan penolong

ur;mk kegeﬂuan produksi uniuk jangka waktu tertentu dan persyaratan

teléten‘i;u' E

e. P@mb&bﬂ@ atan penangguharn PPIN atas impor barang modal atau mesin atau
peraiatan mmk keperluan preduksi yang belum dapat diproduksi di dalam
negen selam;a janﬂka wakiu terteniu;

f. Pe;nyusutm;:: :.«;atau amortisasi yang dipercepat; dan

g. Ké:xingana;z;r Pajak Bumi dan Bangunan (PBR), khususnya uniuk bidnag usaha

tell’teniu, pada wilayah atau daeraly terfentu.

Insenuf nfm ﬁ%m vang diatur dalam Undang — Undang Penanaman Modal
adalah p@mberrm kemmdahan pelayanan atau perizinan kepada investor untuk

memperoieh Rk

a. Hak atas 'iamah

b. Fasﬂﬁ:as peie..yanau keimigrasian; dan

C. Fz&sﬂ:ias pfe:nzman impor
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Untuk dapat memperoleh insentif {iskal sebagaimana diatur dalam Undang —
Undang Penan:ajmmi Madal, investor wajib memenuhi salah satu dari kriteria

berikut

a. Ményerap i;élnyak ‘enaga kerja;

b. Tea'masuk skrala prioritas tinggi;

c. Temasuk pembaﬂgtman infrastraico;

d. Mdakukml aEJh teknologi;

e. Melakukang %ndusm plonir;

f. Be;*rada di da&rah terpencil, daerah teriinggal, daerah perbatasan atau daerah
1ai;zn yang c*mggap perhu;

g an}aga kﬂ}es‘é&rxan lingkungan hidup;

h. M”“iﬂkbaﬂ&}aﬂﬂ kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;

1. Beamrira dancfan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasii; dan

j- Inéusm yang: menggunakan barang modal atan mesin atau peralatan yang

d1prod&k51 dl dﬁiam negeri.
2.1.2 ﬁPengem:ifjan Insemtif Pajak

UN{JTAID (United Nations Conference on Trade and Development)
mende:lmskan m,:entlf pajak sebagai segala bentuk insentif yang mengurangi
beban pajak pemsahaan dengan tujuan wituk mendorong perusahaan — perusahaan
tersebut untuk I?e;nnvestas; di provek atau sektor terientu (Prasetyo,2008 dalam
Clark). éMenunﬁi Anmda (dalam Fleicher ,2012) defines a tax insentive as any tax

provision gmm‘éﬁ to a qualified invesiment project that represents a favorable
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deviation from Iﬂm provisions applicable io investment projects in general. Thus,
the key feature, (:if ¢ tax incentive is thar it applies only to cerlain projects.
Menurut Zee, Sédtsky dan Ley (2002) mendefiniskan insentif pajak dari sudut
pandang h'ukum (SIG;‘"JIGJ‘V tferm) schagai a special tax provision granted to
qualifi ed zm*esfmum projects that represenis a statutory favorable deviation from
a corréspandin& pravfsz@n applicable fo investment projects in general. Yang
diartikan i:\‘a]:vwgii insentif pajak mempakan perlakuan khusus yang diberikan
terhad@ pmye@ééinvestasi tertentu saja. Sedangkan dari sudut pandang effective
term insentif p&;}ﬂ didefinisikan schagai 2 special fax provision granted fto
qualiﬁéd inves;é jh?ﬂf projects that hes the effect of lowering the effective tax
bum’en'— nzeasz.%'éﬁs:d in some way — on those projects, relative fo the effective tax

burden that wau ’d be bormeby the investors in the absence of the special tax

provzsz?)n Unde" this definition, @il tax incentives are, therefore, necessarily
effectmes Yaﬂg tiapat diartikan secara singkat yaitv insentif pajak merupakan
dampak efekﬁf i:erhacap pengurangan beban pajak yang ditanggung oleh wajib
pajak. Menuruf*i zndh‘;t]a (dalam Thowmas,2007) insentif investasi berupa pajak
adalah subsidi }«a:ng, diberikan vatuk mempengaruhi lokasi penanaman modal.

Menmtnya, th}sﬁan insentif tersebui mungkin sebagai daya tarik investasi baru

dan mempertakaﬁm investasi yang telah ada. Dari pengeriian tersebut, insentif
pajak dapat dlde:’imsﬁ:an sebagai upaya dalam meningkatkan investasi dengan
membetikan };e;ni‘m;tdahml -yang terukur oleh pemeriniah terhadap sektor swasta
dalam rangka 'ncmarm ir_westasi baru maupun mempertahankan investasi yang

telah ada.
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bentuk Insentif Pajak

Secara umure, insentif investasi terciri dari dua kelompok besar, yaitu

insentif non ﬁsml dan insentif fiskal. Inseat:f non fiskal merupakan kemudahan

kemudahan y:mg dlbenlwm oleh pemerintah yang tidak terkait langsung dengan

Anggaran Pen:ifmatan dan Belenja MNegara (APBN/stage budget), sedangkan

insentif fiskal mempakan kemudahan - kemudahan yang diberikan oleh

pemeri_ﬁtah ym:g terkait langsung dengan APBN. Insentif non fiskal yang

biasanjia dijanjzk:an oleh pemerintah antara lain penyederhanaan proses perizinan,

pembarguran mfrastru_xtm dan pemberaniasan punguien liar. Sedangkan insentif

fiskal dﬁapat dv:temkan dalam bentuk insentif pajak (tax incentive) dan subsidi.

Terdapat b@ebera?a jenis insentif untuk menark investasi. Jenis ~ jenis dan insentif

tersebu’és dapat tﬁbag- menjadi insentif fiskal (merupakan insentif pajak yang

benujuaim mnuk :imengurangi beban pajak investor), inenstif keuangan dan jenis

insentif lainnye. .

Kat= gori j

insent:f pajak menirut Amanda (dalam Fletcher, 2012) dibagi

menjadi 6 jenis, ymtu tarif pajak vang lebih rendah (reduce corporate income tax

rates), | fax hﬂf udy investasi dapat dibiayakan dan pemberian kredit pajak

(mvestr?zem al? ?waiz:ea and tav credits), penyusutan dipercepat (accelerated

depretiation), p@i;f@bebasan pajak tidak langsung (exemptions from indirect laves)

dan zona produkst ekspor (export processing zones).
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Permbagiam bentuk insentif pajak menurut Amanda (dalam Holland dan

Vann, 2012) terbzzi menjadi lima jenis, yaitw:

a. Ta:;c Holidey
Pembeman @mﬂf pajak jenis ird sering diterapkan oleh negara yang sedang
ber:kembauﬁ‘ ;nsenﬁf ini ditujukan untuk perusabaan baru dan bukan untuk
pefusahaan l*%rang sedanw beroperasi. Dengan fax holiday baru akan diberikan
perlodt, wm-tm tertentu yang mana mereka akan dibebaskan dari beban pajak
pemghasﬂan

b. Inﬁestmeﬁm Mlowance and Tax Credit
In%nﬁf pz«nalc ini dldasakan pada besarnya jumlah pengeluaran dari investasi
yancr bers&n:,kuﬁn Irvestment allowance digunakan untuk mengurangi
peﬁghasﬂan xena pajak perusahaan, sedangkan tax credit digunakan untuk
Iangsung mmgurmgs jumiah pajak vang harus dibayar.

c. szzng Dz *zce
Insentzf pala'k ini muncul akibat adanya perbedaan waktu pengakuan akun-
akun te"tenm anm Iauoran keuangan komersial dengan laporan keuangan
pajﬁk khusufsgrﬁya éalam hal pengakuan biaya dan pengakuan penghasilan.

d. Reduced ta:r ,mtes |
Insentﬁf pma& i membenkan pengurangan tarif pajak yang digunakan

kepadﬁ wa}lb p&}alx dengar keiieria terfentu dari svatu persentase atau

tmgkatam tarif tertentu ke tingkatan tarif yang berada di bawahnya atau lebih

[

rmfdahq




e. Aamm*sfm ‘f DL& '*etzon

Ins;entif inii memﬂih arti sebagai proses administrasi yang selektif dalam
rangka pﬂmhzerlan fasﬁﬁm pajak, yang berarti apakah fasilitas pajak dapat
dmlmat:z secma momzms oleh setiap wajib pajak yang memenuhi kebutuhan
atau harus; n‘élerngajukan permohonan penggunaan fasilitas pajak terlebih
da::lulu il ‘

2.1.4 Tujuan Imsenﬂf Fajak

éPraszetyoé 520@8) i%menjeiaz;kaa bahwa UNCTAD melaporkan beberapa
tujuan yang akan dicapéi dalam pemberian insentif pajak oleh suatu negara.
Beberagj)a tujuﬁnf ’jrf::;rsebut, éyaitu:
a. In‘éestz:si Réiqéonal

3 | :
Blasanya mvhpun pem‘bek ian  dukumgan umiuk  kawasan Juar  kota,

pembemgum kaw asan indusiri vang agak jauh dari pusat kota dan karenanya

pez:lcemamq kﬂgﬁ@g&i, urbanisasi yang terlalu tnggi dan padatnya penduduk
s il
di ;i)ekeataaﬂé msa diku{;mngi.
b. Iméestasi Sekﬁera :

Ins;entlf pa]&&& bisa d:berzkan vntuk bidang-bidang usaha yang dipandang

§

pentmg bagl pembangunan Pemberian insentif dituyjukan untuk merangsang

e"kembangn,.m mdustn manufzkivr, pariwisata atau eksplorasi sumber daya

i

alam.

i

C. Pemngkatam mu&.ﬁas

Pemngkam ku@htas blasanya divsahakan dengan membuat kawasan berikat

untuk ;nclusﬁwm:‘;u;tn vang bercrieniasi ekspor,
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d. ALh tekﬂoigéj
Pemberian meﬂﬂf utuk industri-indusiri yang sifatnya pionir atau dengan
ménYediak’ﬁﬁ,é insentif khusus unink kegiatan yang sifatnya penelitian dan

pengembangsn guna merangsang mransfer teknologi.

%Pandangajr:i lain diberikan menurut Amanda ( dalam kutipan Holland dan
Vann,z012), yamg menjelaskan tujuan diberikannya insentif pajak adalah sebagai

berikut;

a. Reﬁional eié"}'g.élopmem
Pe:nbzmgunaﬁ regioral merupakan tujuan umum diberikannya insentif pajak
di mgara~1:agara industri dan negara lainnya.

b. Em;zplaymeﬁ% gf_:reaz‘ron
Inséentif dlbemkarx unfuk meningkatkan investasi yang menyerap tenaga kerja
unmk meng‘;]; rangi tingkat pengangguran atau untuk memperkerjakan orang-
orang dengan spemﬁkasx tertentu.

c. hnologx Immy%r

Banya.n negamt memberikap insentif pajak dengan tujuan untuk menarik
1m estasi yaag akan membawa peningkaian teknologi atau aktivitas penelitian
dan pangem:&ngaz‘

d. Expor. pro#fsz‘wn
Di. negara-negara berkembang di Asia, insentif yang berfujuan untuk menarik
m&feas%a& 3532:& g berorientasi ekspor lebih efektif dibandingkan insnetif bentuk

lamnya unipl meningkatkan investasi.
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e. Frée trade m expart processing 1ones
Exwré prafé.%si.»fcr zones erat berkaitan dengan meningkatkan investasi yang
beronenta& aeks;mr Selama 50 tahun terakhir, insentif ini banyak digunakan
1eb1h dam S@ negara di dunia, terutama oleh negara-negara berkembang.
M&Iahs.i mswllf ini, perusahaan dapat melakukan impor mesin, bahan mentah
da::\ komp@en-kﬂmpenen dengan E:sabas. pajak, dengan tujuan untuk
me;zgékspolg'.l:fgarang jadinya.

2.1.5 Mamfaaﬁhsmﬁf?ajak

Béebe}rapa >m§:gara berkembang memberikan penawaran insentif pajak yang
bertujtﬁa ﬁntu&*?rjﬁeningkatkan kegiatan investasi atau penanaman modal. Insentif
tersebut Smagmﬂ ‘besar ditujukan wniuk menarik investasi asing dalam bentuk
akt1v1tas pr oduk:,ﬁ den bukan invesiasi dalam bentuk aset keuangan. Dengan

adanya ;invesms:: dlharpa}ﬁan mampu meningkatkan pembangunan ekonomi negara

tersebut. Seiajng ‘iiu, alasan beberapa negare berkembang menawarkan insentif
pajak antara lain %sebagai penyeimbwg, dari adanya kelemahan dalam sistem pajak
yang b?i,ria}:u d nczgan tersebut, vniik mengurangi kerugian yang mungkin akan
diaiam;’% oh%;h mvestm (dapat dikerenakan infrastruktur yang tidak mendukung),
adanya hukum vang bcrbéhi belit dan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini,
birok:rasx yang | :}é:rlebnan dan administrasi yang lemah baik di scktor pajak

maupun sektor Tamn} adi megaxa tersebut (Amanda,2012),

Bagl in*éésétoz séabenam%fa sistemm  pajak  tidaklah terlalu penting
dlbandmgkan aangan @ert;mbangan - pertimbangan vang lain. Pertimbangan

pertama bag1 m'mstor 3@@1&11 mengenai kondisi perekonomian dasar dan situasi
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kelembagaan ya:ng ada. Sedangkan dengan adanya insentif pajak semata tidak
dapat mene;gaml,{;an pertimbangan — pertimbangan tersebut, justru yang lebih
pentmg ‘adalah ﬂmem pajak secara keseluruhan. Pemberian insentif pajak akan
bermanfaat apablla fakt«or*faktor selain pajak juga mendukung untuk berinvestasi,
seperti :adanya tmaga kerja, ketersediaan bahan baku, energi dan biaya modal.

Menuru’ft Amana;a 12014:) yang menguitp dari Easson dan Zolt menjelaskan bahwa

insentif pajak akagz. bermanfast dan menguntungkan bagi negara yang
menerapkannya ?ﬁabila dengan adanya insentif pajak tersebut, terdapat keputusan
investas%i yang c:muat akibat adanya insentif tersebut dan tidak akan terjadi

investa§i apabila *&dak ada insentif pajak yang diberikan.

2.2 l"-@.znamamzjajﬁéModaiﬁ

2.2.1 i%?engerﬁiaiﬁ Penanaman Medal

D;.rel;skan eﬁalan* Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun
2007 pasal satu.: bahwa yang dimaksud dengan penanaman modal adalah segala
bentuk keglatan menapamkan modal, baik oleh penanam modal dalam negeri

maupun penanazr modal asing untuk melakukan usaha di wilayah republik

Indonesaa.

Peraturan [Pemerintsh Nomor 1 Tahun 2007 jo. Nomer 62 Tahua 2008
tentang.gFasilims% Pa]a’zx Penghasilan vatuk Penanaman Modal di Bidang — bidang
Usaha zTeﬁentﬁfg %:lan’atau di Daerah — daerah Tertentn pasal 1 ayat 1,

mendeﬁﬂsikml zsemaman meodal sebagai investasi berupa aktiva tetap berwujud
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termasuk tanaly {g‘e‘ang digunakan untuk kegiatan utama usaha, baik untuk

penana;iian_ modzal; bara maupun perluasan dari usaha yeng telah ada.

As:lh} tia (’?O a2“s menjelaskan mengenal definisi investasi ialah sebagai suatu
pen:maman mcd_m untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya
ber}angka wakh;giama dengan hesrapan mendapatkan keuntungan di masa-masa

yang akan datang Hal lairnya vang menjelaskan keputusan untuk melakukan

1nvestaﬁ1 dapat ¢;iakukan oleh individu maupun badan usaha (termasuk lembaga
perban}m) yang memukx kelebiban dana. Investasi dapat dilakukan baik di pasar

uang m‘tupim cb :msas modal ataupun ditempatkan sebagai kredit pada masyarakat

yang msambunﬂikam Dialam kutipan vang dibuat oleh Amanda (2012) pengertian

mvesta.S1 SN Downes dan Goudman yaitu Investment can refer to a financial

inveszmgent (wheye an fvestor puis money inio a vehicle) or to an investment of
effort and time on the part of an individual who waonts to reap profits from the
success of kis laper (Kemampuan penanaman modal atau vang dalam suatu bisnis

atau proyek unma meneroleh keuntungan).

Kiegiatan ﬁéﬂzanamam modal atau vang lebih dikenal dengan istilah investasi
merupakan sah.i:;é ;atu faktor penting dalam meningkaikan perekonomian suatu

bangsa.’ Isthah o stasi tidaklah asing bagi para pelaku kegiatan bisnis dan sangat

popularg dalam ai.m;a usaha. Banvak para ahli yang mendefinisikan makna dari

kata mvesmam a":zﬂl penanaman modal, seperii yang dikemukakan oleh Kamarudin

Ahmad (260’7) !gﬁ.ﬂ_-hwa investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan

harapan§ unfuk @ﬁmpemlbh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau
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dana tersebut. Unsur — unsur terpeniing dari kegiatan investasi atau penanaman

modal vaitu :

a. Adanya

mc-dﬂ: untuk  raeningkatkan  atau  setidak-tidaknya

mempertahmkan nilai modalrya.

Modal terse%aut tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat kasat mata

dan dapat sdli?aba (tangible) tetapi juga mencakup sesuatu yang tidak

bemlfa* haﬂai, mata dan fidak dapat diraba (intangible). Intangible

menca}«uup kwlﬂlar, pengetabuan, jaringan dan sebagainya yang dalam

ber"%;agm k@mrak kerjasama (foin venture agreement) biasanya discbut

vaEuabEe SU"V} oe.

222 Tu;uan E’manaman Modal

Tujuan penj.%éienggman penanaman modal dari sudut pandang pemerintah

dapat d abmkaﬁ@ gebagm berdkut:

a.

Memng,.katkaﬂ pertambuhan ekoncmni nasional

Pac%a Undmg-undaug Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman

Modal pasal 13, dijelaskan bahwa salah satu kebijakan

pemerintah ikﬂusumya dibidang penanaman modal yang ditujukan untuk

memngbkaikan pertuinbuhan  ekenomi  nasional adalah ditetapkan dan

dlkembangmnva kawasan ekonomi Khusus yang dimaksudkan untuk

pengembang

2= ckonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi

peﬁgembangﬂn ekonomi mnasional dan untuk menjaga keseimbangan
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kemajuan suatu daerah. Dalam hal ini, pemerintah berwenang menetapkan

keéi jakan pmmmaﬁ rmodal tersendiri.

Meénciptak&;ﬁ "%apangagn kerja

Umdang—undmg Republik indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman ;jModaI pasal 10 menjelaskan bahwa tujuan ini tercermin pada
sa}z;h satu k;ei’igztapam yang mengharuskan perusahaan penanaman modal dalam
meénenuhi -;hjfbumﬁxan tenaga kerja mengutamaakn tenaga kerja warga negara
Indionesia dam diwajibkan meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga
uegara Endszi;le;sia melalui pelatihan kerja serta mewajibkan bagi perusahaan
yaﬂg nlenaé%ﬁ{erjakan tenaga kerja asing untuk menyelenggarakan pelatihan
dam melakuilﬁ:én alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia
sessuai dengax; ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memngs{athan pembangunan ekoenomi berkelanjutan

Un%dang-uméié@g Republik indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Pexé:laﬂammf :Modai pasal 15 huruf b menjelaskan bahwa kebijakan yang
teriicait seca;'a; :iangsmag dengan konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan
antara lain;%%ce:mim dalam ketetapan yang mewajibkan penanam modal
uniuk meiak%nak}m tanggtmg jawab sosial perusahaan (Corporate Social
Re&ponszbﬂm /CSR). Selain itu dalam pasal 16 huruf b dan d juga
memelaskan mengenaz tanggung jawab penanam modal untuk menanggung
daﬁ menyeiersalkan segala kewajiban dan kerugian jika kegiatan usaha secara
seplhak 1kﬁt sera untuk menciptakan iklim uszha persaingan yang sehat,

mencegah pﬁ&hﬂk moncpoli, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.



Memnﬂkatka:‘i kemampuan daya saing usaha nasional

Undan'r-undmg Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penan“ma;m Modal paragraf 10 Penjelasan Umum menjelaskan bahwa dalam
upéya umuh mmnderona perekonomian Indonesia menuju perekonoman
glabal serta untuk mengantisipasi berbagai konsekuensi yang harus dihadapi
terE%(azt. kelh}lﬁscnaan Tndonesia dalam berbagai kerja sama internasional yag
terétait den_ég,égi penanaman mocal, baik secara bilateral, regional maupun

mlﬁiilateraﬁéé tWor[d Trade Organizarion/WT()), maka perlu diselenggarakan

adz«;nya pemman modal.

Memnbkatkan kepasitas dan kemampuan teknologi nasional

Undan,—undazng Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanman Moaai pasal 10 ayat 4 menjelaskan baliwa secara kongkrit dalam
rumusan kebljahm di bideng penanaman modal, khususnya mengenai
ke'évaji%)an m“usahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga ketja
asxﬁg uni:u& memdenggmaixan pelatihan dan melakukan alib teknologi
kepada 'icna a kerja warge negara Indonesia sesuai dengan ketentnan
pe;:aturan psmndanc-undmg@n

qudcro.ng pﬁmbangmxan ekonomi kerakyatan

Un%:lang»unglang Repubhk indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Peii&anaman fg;iodal pasal 13 menjelaskan mengenai adanya kebijakan yang

memb&rikaﬁéperiiadung&n terhacap pelaku usaha mikro, kecil. menengah dan
koperam, dimana pemerintah diwajibken menetapkan bidang usaha yang

dlc:ada:}gkan un‘éuk wsaha mikro, kecil, menengab dan koperasi serta bidang
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usaha yang;. lelbuiaa untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama
dengan usahm mikro, kecil. menengah dan koperasi. Di samping itu,

perﬁnermtah mewagibkan pula uniuk melekukan pembinaan  dan
pengembarmn usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui program

5
kenmtraan p@mmga:atan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan

i

pas;ar, serta g &nyebamn informasi vang seluas-luasaya.

Meningkatxan kesejahteraan masyarakat

Tujuan ini %érbennin dalam pasal 33 ayat (3) Undang — Undang Dasar 1945
ym;g men} ﬂbutk,an bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamn ja dﬂmzlsm oleh negera dan dipergunakan untuk kemakmuran
rakyat |

Pandangan lain yang dissmpaikan oleh Prasetyo (2008) yang mengutip
Dupmmg dan Caves, menyatakan bahwa tujuan investasi dari sudut pandang
invéestcr aa%aéﬂeber&pa maeam, yaitu:

i
i

a. | Meancari sumber daya alam

hwestﬂ;ré bermjuan wmiuk raencari sumber kekayaan alam yang menjadi
mcarann}a, termasuk keitannya dengen kualitas barang dan harganya.
s Selain ﬂu investor mempertimbangkan pula aspek fasilitas-fasilitas
s

, pengcmbangm kekayaan alam itu (misalnya sarana pengolahan dan
\ pemasamn) dan keberadaan infrastruktur vang menunjang eksploitasi
kekayaim alam i Kemudian vang mungkin dipertimbangkan juga

: adaiah ascia tidzknya insentif dan mitra lokal.

b. ! Mf:ncan pasar
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Secara mrum investor jenis ini memperiimbangkan ukuran dan tingkat

i
H
i
i
4

pertumbuhan pasar lokal dan daerah-daerah sekitarnya, kualitas dan
jumlah 12»-;1&51& manusia, infrastruktur, serta kebijakan makro pemerintah

 setempat.

. | Mencaz] peningkatan efisiens

i

?Bagi investor jenis ini, maka biaya produksi menjadi pertimbangan

;utama .Eﬁcﬁusmn}ia yang berkaitan dengan tenaga terampil. Selain itu

m:ﬁ'astmés, ur, kebijakan maskro pemerintah, serta hubungan mereka

! dengar p&mahaan—perucah&m lain vang padat pengetahuanjuga mereka

?

pemms;zmgkan.

. | Mencari aset-ase: srategis

; S !
Investor -melinat factor -- faktor seperti asset — aset yang padat

|
i
i
3

pe:ngetaﬁmn, seperti teknologi dan keahlian manajerial. Kemudian

mereka: juga mempertimbangkan kondisi pasar dan penyebaran

i

3 lokasin;@-ai Kemudian dilihat juga kemudahan akses ke aset-aset itu,
i : .

qfaktoz ’harga dan aset-aset sirategis lain, seria unsur budaya dan

keiemb:gaan

223 F;aktﬂr fa%;ter wang Mem pengaruhi Penanaman Modal

Pa'asetyo 008 ) mengutip Clark yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa

faktor yang mum*)engaruln suaty keputusan investasi. Faktor — fakior tersebut

s s 4 o e
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a. Makro
I*akior makm me 1puﬁ sistern politik dan kestabilan politik suatu negara,
kebijak;an ekpnoml, sistem hukum, public governance, administrasi, hukum

dan beSaryaA;éé;ya heli konsumen. Kriteria dari faktor makro ini masih relatif

longgar.

b. Meaizo
Fak:tor ini, "me‘xpuu kondisi infrastruktur (iransportasi, energi dan
Immunikasﬁ%j famhtas sosial (sarana kesehatan, pendidikan dan fasilitas
pemdukung }zm*mval dan perhimpunan usaha (asosiasi pengusaha dan kamar
dag;ang dan m«:iustn)

c. Mikro
Setelah me*‘nemrtmbaugkan fakior makro dan meso, terakhir investor akan
mempemmb&ngkan faktor mikre yang meliputi tanah (harga dan kedekatan
dengan pasar,;, wepage kerja {upah minimum, keterampilan dan tingkat
produky’:mtasﬁ modai (kemudzhan untuk memperoleh kredit dan munkin

1nser1t1f pajak‘a ST komurszal {kemampuan dan pengalaman partner lokal)

dan unsur I@l;mya sspgrn tawazan dari daerah lain.

”&f{uncoref 120101 juga menjelaskan bahwa terdapat fakior-fakior yang

mempengarthi idaya saing sustu negara dibandingkan negara lain yang

mempengaruhi " pumﬁm invesior uniuk melakukan investasi. Faktor-faktor

tersebut ialah :
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Kirerja ekonomi

Indikator }?éﬁg diginmakan untuk menilai  kinerja ekonomi meliputi
per@konomiéﬁ. domestik, perdagangan dan investasi internasional,
kesempatan L.es;;a dan tingkat harga (inflasi).

Eﬁsmnm pen:e:rmﬁah

Indikator km}m yang digunakan uniuk menilai efisiensi pemerintah adalah

p@mbiayaamé pubhk kebijakan fiskal, kerangka kelembagaan, legilasi bisnis

daﬂ pendid - .
Eﬁéiensi 'msm

Faﬁ::tor-.faktoiaé .kmci yang digunakan meliputi produkiivitas, pasar tenaga
ker*a, pemb;avaan praktik menajernen dan pengaruh globalisasi.
Inﬁastruklur

Indikator iﬁqmmya meliputi infrastrukmr dasar, infrastruktur teknologi,
inﬁastruktmé‘ mhmah Lesehatan dan lingkungan seria sistem nilai. Keberadaan
mf“astruk;tm ‘memegang perenan  yang cukup penting karena dapat
mempengam efisiens: operasional dan harus dikembangkan secara terus
Menerus sera diseleraskan de ngan kemajuan ekonomi yang telah dicapai dan

yang ingin dmfu udkan di masa depan (sukrino,2011).

I—I;,m'} (0 1) mcnjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi

mvestor untuk m mlaﬁ lingkungar investasi secara umum adalah PEST {(political,

economic, som’;{l. ané technological). Faktor politilk mencakup kebijakan
pemerintah, hui@:jum, kestabilan pemerintah dan kebijakan perpajakan. Faktor

ekonorﬁi mencéig.:p kondisi tingkat bunga, pengangguran, inflasi, produk
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domestz& brutcs :ian pilai tukar. Fekior sosial mencakup kebudayaan dan

hngkungan Se%‘ta fakior teknologi mencakup keberadaan teknologi lama dan
kemampuan untuL menzrima teknologi baru, semkin baik respon akan teknologi

baru menunjukam adanya potensi untuk melakukan investasi.
224 Penanaman Modal Dalars Negeri

Téjndang —un:lang Republik Indonesia Nomor 25 Tahumn 2007 tentang
Penanaz;nan Modai pasal 1 ayat 2, mendefimsikan penanaman modal dalam negeri
sebagai; kegiatw%xj émf:nzmami modal untuk melakukan usaha di wilayah negara
Repub]zk Indﬁnesjla vang dilakukan cleh penanam medal dalam negerl dengan

menggtmakan modal dalam neger:.
2.2.5 é?enanan:l?jaﬁn Modal Asing

Da}:am L,r‘c%ana — undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penananm Modal pasal 1 ayat 3, foreign drect investmenl atau
penanaman modal asing adalah kegiztan menanam modal untuk melakukan usaha
di Wllayah negar" Republ:[}:\ Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing,
baik ymlg menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan
dengan penanam modal dalam negeri. Menurut OECD (1996) yang dimaksud
dengan fmezgr azrew investment vaitu Foreign direct investment reflects the
objecttve af 06 mmng a lasting iwerest by a resident entily in one economy
(“dir eat mvesmg' ) i am entity resident in an economy other ihan that of the
mvestog* ( dzreﬁa,; investment enterorise”). The lasting interest implies the

exister#:‘e of @ long-term relaiionship berween the direct investor and the
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enteipf*zse and’; a Szgmf icant degree of influence on the management of the
enter, pmse DIFE& mvestmem‘ involves both the initial iransaction between the two
entitie$ aind a?l subseguent capital sransactions between them and among

affiliated entergrises. both incorporated and unincorporated.

Menagil?:giﬁvestor asing biasa dilakukan berbagai negara schagai salah satu
usaha | un‘iuh mempﬂrcepat perkembangan investasi.menggalakan penanamai
modal asing akan memberikan beberapa sumbangan penting dalam pembangunan,
yaitu penanam mochl asing menyediakan modalnya sendiri, akan memindahkan
te}molog dzm‘ kepa&a;ran jain ke negara yang didatangi, meningkatkan
penggunaan ’[”kl‘lOlOg modern dan kerap kali usaha mereka dapat meningkatkan

ekspo:r (sukma% 2.01 h.

2.3 | Fﬁsilimé "Insentif Pajak atas Pembebasan atau Pengurangan Pajak

P«anghamlau Badan { Tax doliday )
2.3. 1 Per&tunan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011

| Dasar: haﬁmm pemberian fasilitas fax holidey diatur dalam PME Nomor
130!?1\/11“-,. 011 3011 reptang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan
Paj ak Penghaman Badan vang telah ditetapkan dan diberlakukan mulai tanggal 15
Agustus 20W - Pembuatan PMIK ind berdasarkan Undang-Uundang Nomor 25
Tahm 2007 ia*atang Penenaman Modal yang bertujuan untuk mengatur pemberian
fasmtas p&mb@*basa:l atau pengwangan pajak penghasilan badan dalam rangka
penanaman mc@dai

| fbeaum yang tertera dalam PMK Nomor 130/PMK/01 1/2011 pasal dua (2),

dl]eiaskan ba%lwa pemberian fasilitas pembebasan aiau pengurangan pajak
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penvhc;sﬂan bac;m diberikan untuk jangka waktu paling lama sepuluh tahun pajak
dan pa.img smg&at $ (lima) tahun pajak, terhitung sejak tahun pajak dimulainya
produkm k.omema% Satelah berakhirnya pemberian fasilitas pembebasan pajak
pengh,asﬂan ba&an tersebut, wajib pajak diberikan pengurangan pajak penghasilan
badzm:;sebwasar :ﬁf% dari Pajak Penghasilan terutang selama dua tahun pajak.
Dalam-;nésal &igé (3) diatur mengenal wajib pajak badan baru yang dapat
diberﬁ;(an fasﬁitas pembebasan atau pengurangan pajzk penghasilan badan harus
mcznmuhl kmema sehagal berikut !
a. Ivien.pakan indusiri pionir, yaitu indusiri yang memiliki keterkaitan yang luas,
niembem ; mial *mnbah dan eksternelitas yang tinggi, memperkenalkan
tekn@l@gx. ham dan memilild nilai strategis bagi perekonomian nasional

(Endustrz ]wam dasar; Industri pengilangan minyak bumi atau kimia dasar

organik wang bersuimber dari minyak bumi dan gas alam; Industri permesinan;

E;ndustri e...i bidang sumber daya terbarukan dan Industri peralatan
komumm)

b. éviempun?'xéai r-&:ncéna penanaman modal baru yang ielah mendapatkan
aeng,esmam dari’ instansi vyang berwenang paling sedikit sebesar
Rp i. 0@3 (}00 OCOJDGO 00 (satu triliun rupiah).

C. Menem:zam dana di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% dari total
-:ren.cana anmgman modul sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan tidak

?bole:h d]t.ﬂk sebelum caat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman

modal. |
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d. I—Iarus be“smtm se:hagai badan hukum Indonesia yang pengesahanya

dltetapkan mlmw lama 12 (dua belas) bulan sebelum Peraturan Menteri
Kpuan gan 1m : modai berlaku atau pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah

berlaklmy& Perattzraaa Mentexz Keuangan ini.

Bébe;apa l‘&! yar_g Eharuis dilakulkan oleh wajib pajak delam upaya untuk

memr_aeraleh i'aulhtan nu dijetaskan dalam pasal empat (4). Wajib Pajak

men}*ampalm Dermohoran kepada menteri per industrian atan Kepala Badan

Koordmasa Pemmaman Modai vang akan menyarmpaikan usulan kepada Menteri

Keuan gan, deﬁgan melanmnkmz foto kopi :

Farm Nomor Pokok Wajib Pajak.

Surai: nersa,ujuan penanaman modal baru yang diterbtkan oleh Kepala Badan
P’oordmasg enazlaman Modal, yang dilengkapi dengan rinciannya.

Buku penampatan eiana di perbankan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

pasal 3 avat (1} huruf c.

Penvampaaan Lsulan tersebut harus disertai dengan uraian penelitian yang

kemudlan aixar% dxja&kan pertimbangan mengenai hal-hal sebagai berikut :

o

Kg::tersediaﬁﬁ inﬁ*astfruktlw di lokasi investasi.

Pénye:apan tenacra kerga dornestii.

Ka_]laﬂ men g.,na:t :Jemenuhm keiferia sebagai industri pionir.
Fencana tahapan alih seknologi yang jelas dan kenkyet.

ngany'a kg-;enmsm menge:nal fa: spering di negara domisili.

R



31

Penjdas‘.n ﬂalaﬁjumya dalam pesal lia (5) mengenai tindak lanjutan yang

akan dllahll«ha";‘atas ysuslan yang telah disampaikan. Menteri keuangan akan

menugaskan kg,mne verifikasi pemberian pembebasan atau pengurangan pajak
penglmsﬁan bada;n untuk membani: melakukan penelitian dan verifikasi dengan
memps:rtunbanckan dampak strategis wajib wajak bagi perekonomian nasional

dan b%’:rkmnméﬂﬁl dengan Menieri Koordirator Bidang Perekonomian. Komite

yang dtugaskan akan menyampaikan hasil penelitian dan verifikasi disertai
dengan pummbangan dan rekormendasi, termasuk rekomendasi mengenai jangka
waktu pembmmm fasmtas Keputusan mengenai pemberian fasilitas pembebasan
atau pentrm:a:lgan paiak penghasilan badan diputuskan oleh menteri keuangan

setela}z berkommbusz dengan Presiden Republik Indonesia.

Pasai ei:é.m (5} dl;elaskm mengenal kewajiban wajib pajak yang telah

mempemleh ;fasm'ias tersebut. Kewajiban vyang harus dipenuhi adalah
penyampalar mporan s,ecara. berkala kepada Direktur jenderal pajak dan komite
venﬁkam pem%enar pembebasan atau pengUIangan pajak penghasilan badan
mengenal iapo*an penggﬂnaan dane yang ditempatkan di perbankan di Indonesia

dan éaporan rmhsa:ﬂ penanaman medal yang telah diaudit.

Pasal m uh {7 nﬁemyatakan hahwa pemberian fasilitas dapat ditarik kembali
apat:»ila ﬂwz;giibé ?ajaﬁ: 'tiéak meneauhi ketentuan kriteria dan persyaratan dan tidak
mexz%mnuhi kezi:entuan penyarnpian laporan. Direktur jenderal pajak dapat
menousulkaﬂ kepada komi‘f:e verifiknsi pemberian pembebasan atau pengurangan

pajak penahasﬁan badan guna menyarpaikan rekomendasi kepada menteri
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keuangan untt‘ﬁli{f meiﬂkukan pencabutan fasilitas pembebasan atau pengurangan

pajak penghasﬁan badan.

Pasai dulap;an (8) menjelaskan megenai perlakuan penghasilan wajib pajak
yang mempera}m fasilitas ini. Penghasilan yang diterima wajib pajak darl
keglatan usaha yanﬁ memperoleh 1 fasilitas pembebasan pajak penghasilan badan
tidak dllakuk'm 'aen‘atongan dan pemungutan pajak selama periode pemberian
fasﬂxtas pembeb@san ozjak penghasilan badan sesuai jangka waktu, sedangkan
atas p«??ngfzasﬂan yang diterima oleh wa ajib pajak di luar kegiatan usaha yang diberi

fasilités, tetap g}éllakukan pemotongan dan pemungutan pajak sesuai dengan

ketentéuan pcmjitgan perundang-undangan di bidang perpajakan.

.Pasai sex:r;:ﬁlan { 9‘ | menjelaskan habhwa wajib pajak yang telah memperoleh
fasﬂztas pa;ah pengbaqﬂmx berdasarken pasal 31A Undang — undang Pajak
Penghasﬁan N@mor 36 Tahun 2008 tidak dapat memperoleh fasilitas pembebasan
atan peng,urmgan pajak penghasilan  badan berdasarkan Peraturan Menteri

Keuafngan ini d&n sebaliknya.

Pasal spl;;t.luh (10) dinyataksn bahwa peny ampaian usulzn haros diajukan
dalam 3mlakguwaktu selama tiga tahun terhitong sejak diundangkannya Peraturan
Men‘&en Kemz]@an ini. Sehingga pengajuan tersebut akan berakhir pada tahun
2014 mendats g %ek.msme permohonan untuk mempereleh fasilitas fax holiday

dapa“ﬁz dmambarkan schagai berikui

i
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Ga mimr 2.1 Mekanisme Persmokonan Fasilitas Tax Holiday

. WEKAMISME PERMOHONAN FASILITAS TAX HOUDAY

R i?m sy F ool m ¢ 5
: Wa}%mﬁ% # M i b

w 2 TS
o thm an

i Laantardt el g i i

Stmﬁber; Bad,m Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor, 2014

2 3..; ?emmmn Fepala BRKPM BRI Nomor 12 Tahor 2011

Upayd d&ian‘ memperlancar proses pemberian fasilitas pembebasan atau

pengurangan | §ajak penghasilan  badan  dalam  rangka penanaman modal

sebaigaﬂmma. dmtur Zalame PME. Womor 130/PME.011/2011, maka perlu diatur

delam upaya melaksanakan peraturan tersebut., oleh sebab itu

suam pedom&é ;

mda tan ggdl £ Dese;mbser 2011 diberiakukan Peraturan Kepala Badan Koordinast

?cnanaman %}csdai Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman

dan §Taﬁa C“m'a Pengajuan Permohovan Fasilitas Pembebasan atan Pengurangan

Pajak Pengila:s;?%ln Badan.

§
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}jijeiaska:@é dalam peraturan tersebut pada pasal 1 ayat (1) tertera bahwa

industr.i? pionir yﬂng memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan
ekstemialims yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru serta memiliki nilai
strategi;s bagi pé%kononﬂan nasional. Dijelaskan mengenai indusiri pionir dalam
pasal Zévang me%ri};ratakan Industri Picnir, meliputi:

a. industrl logam dasar

b. indust;‘l pfmg,llangan minyek bumi dan/atav kimia dasar organik yang

bez_sumoer a&m minyak buini dar: gas alain,
C. Inéustsfi permesman
d. Industn bldang sumber daya ierbarukan; dan

e. Industn peralatan komunikas:.

C:ielain mémstn pionir, Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan
kepentmgan m& rpertahankan daye seing industri nasional dan nilai strategis dari
kegxatan usah& te:ftenm dapat menetapkan industri pionir lainnya. Industri pionir

terseb&t dapa‘iu dlbe'mk;aﬂ fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak

penghasﬂan bﬂdan setelah dilakukan verifikasi dan kajian,

Upaya gtma.mmguku& efekiifilas kebijakan pemberian fasilitas pembebasan
atau pengurwgan pajak penghasilan badan, perlu dilakukan evaluasi atas
pemar;faatag f’as:iltas pembebasan atan pengurangan pajak penghasilan badan
yang i)elaksanaﬂnnja dilakukar oleh tim. Kemudian tim melaporkan hasil

evaluam kepa&a Repma BKPM sekurang — kurangnya satu tahun dalam setahun.




233 _Peﬁg'aturia%r:tE Direiétur Jenderal Pajak Nomor: PER-45/PJ/2011 dan

:PEER-M%’?E’J/ZMI Q

Untuk mcmdu%mg c;ﬁm memperiancar proses administrasi pemberian fasilitas
tax hofzday yaﬁw tems.mg dalam PME Nomor 130/PMK.011/2011, maka pada
tanggal 20 Deaember 2101} ditetapkan dan diberlakukan dua peraturan yang
berkaxtan éengaa neiaksa:n‘vsan tax holiday tersebut. Peraturan tersebut dituangkan

dalam PER—%;’PJ '201 1 dan PER-44/PJ/2011.

PER—4 ’*/PIA.I‘? i11 mengatur tentang tata cara penetapan saai dimulainya
berproduksx secam komerswl bagi wajib pajak badan yang mendapatkan fasilitas
pembebasan a.a;l pengurangan pajak penghasilan badan. Peraturan ini dibuat
berdasarkan PM& Namm: 130/PMIK.011/2011 pasal 3 ayat (5) yang menyatakan
bahwa saat dxmulmnwa berp:codukm secara komersial akan ditetapkan oleh direktur
3enderal pajak *Ilfmlg taia sca_ranya digtur dengan peraturan direktur jenderal pajak.

PER—45/’P1/’7011 pasal 1 dijelaskan kembali bahwa wajib pajak yang telah

memperoleh %ﬁ putusan' menteri kewangan mengenal pemberian fasilitas

pembebas'm atau penoumngan pajuk penghasilan. badan dapat memanfaatkan
fasﬂltas pembmasan atau pengurangan pajak penghasilan badan sepanjang
memermhx tehh mer&ah-_sasman seluruh rencana penanaman modal, dan telah

berproduksi Secfxﬁia komersial.

PER-44/P.If {Jlf mengatm‘ teptang tata cara peleporan dana dan realisasi
penanaman n“oac%al Ez:agl wajib pajak badam yang mendapatkan fasilitas

pembebasan a‘tg;;. pengurangan pajak penghasilan badan. Peraturan ini dibuat
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berdasﬁrkam Ph«*i{}f{ Nomor 130/PMK.011/2011 pasal é ayat (2) yang menyatakan

bahwa iata cara ;:elan ran diatur dengan peraturan direktur jenderal pajak. Dalam
PER—44/PJ/”OH pasal 1 dlkemulua}mﬁ kembali bahwa wajib pajak yang telah
memperoleh keputusan menteri keuangan mengenai pemberian fasilitas
pembebasan .atan pengumnﬂzm Pajak Penghasilan badan harus menyampaikan
laporan secara! bnrkala kepada direktur jenderal pajak dan komite verifikasi
pembenan pembeﬁb&am atau pengurangan pajak penghesilan badan mengenai hal-

hal sebagal b@n;z-gqt :

a. Laporan penyzgtmaan dana yang ditempatkan di perbankan di Indonesia paling
Sedlkli; 10% Esepumil persen} dari total rencana penanaman modal baru yang
telah mendggﬁgtkan pengesahan dari instansi yang berwenang; dan

b. La:pomn reaksasx penanaman modal yang telah diaudit.
234 Tax H&gﬁaay

Adhyua daim xmtipan Bolnick (2012) mendefiniskan fax holiday sebagai
suatu §~zmi" pajak yang diberlakukan sccara khusus dengan masa berlaku yang
terbatas Menumi: Amanda dalam kutipan Easson dan Zolt (2003) tax holiday juga
dapat %@rhentuk pembehasan dari PPh (dan juga terkadang pajak-pajak lainnya),
penguranaan tanf pajak atau kombinasi dari keduanya. Secara umum fax holiday
dapat - dldeﬁm:,iism sebagai pengurangan atau pembebasan pajak dalam jangka
waktufterienm?;;?)engan demikian, tax holiday tidak dapat diberlakukan untuk

jangkaf waktu yamg tidak {erbatas.



Be}dagarkaif hasil survei yeng dilakukan oleh UNCTAD di beberapa

negara, fax hag‘zcgay merupakan bentuk insentif pajak yang paling umum

digmlakanf di ntgara serkembang untuk menarik investasi asing. Dengan
pembemarx fax: kaﬁdav, perusahaan yang merupakan investasi baru dan
memeriuhs pemymratar akan dibebaskan dari membayar PPh badan untuk
suatu jangka waktu tertzntu, misalnya lima tabun, Pemberian fax holiday
dapat fdiiku’ti ;dg& dengan dibebaskannya perusahaan dari kewajiban
membayar pagak—«pa_;ak lainnya, Tax foliday yang menghilangkan beban pajak
atas pemap'ﬁm bersike darl provek investasi seiama periode tertentu,
cenciewng dapai mendorong investesi tergantung pada karakieristik investasi
yang memperoreh fasentif tersebut. Pada wakiu yang sama, pemberian fax
holtday dapat mng&klbatkan perusahaan yang mendapatkannya tidak dapat
membgbankané iﬁebatapa biaya unwk tujuan perpajakan (misalnya beban
penyué’sutan da;r; .i"ae!mn bunga) seleme periode pemberian fex holiday, agar
dapat mengim%é&ilgi sebagian efek stimulatif dari pemberian fax holiday.

Adbytla ("‘0 2) mengemukaken bahwa dampak administrasi darl

pembenan ta:&: i’”z)lzdm bermacam-macant. Banyak negara tidak mewajibkan
pemsa_;haan 3aﬂg mempemleh tax holiday untuk mengisi SPT selama periode
tax holiday, ya{;g dimalssudkan untuk menyederhanakan adminisirasi. Tetapi
ada pertzmbangan vang akhirnya meniadakan kebijakan tersebut, sebagai
berikua i

a. Pembenan fm: Eoliday hampir selalu membutuhlkan penyaringan secara

adminlSMg yang rumit.
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b. Tex hoéz‘df{ué%ﬁibuat sedemikian rupa bagi perencanaan pajak, untuk

meilindungiéépenghasilan vang berasal dari kegiatan usaha perusahaan

Peélcegahali ii;;’;verr,i.eiiahlgunaan tax holiday secara akuntansi membutuhkan
admmrsuam pa_}aé\ vanag sangat terlaith dan siaga, untuk mengurangi
penyalahghmaan ‘le&rsebut perusalizan diwajibkan untuk mengisi SPT selama
penode‘ tox waa'dmf yang juga berguna untuk memaniau pemenuhan
kewaijan perpa_]akn lainnya. Pengisian SPT selama periode tax holiday
men;ach mahﬂl karena membutubkan keterampilan adminisirasi tanpa
menghasﬂkan péﬂdapa’tan secara langsung, tetapi apabila tidak dilakukan
maka al«.an memmhuikan masalah iransisional yang sulit di akhir masa
pemberlakuap tﬂ.;i hoiicay.

M@nurut Eaason dan Zolt (2003), iax holiday juga rawan terhadap
mampulasn dan m smberikan kesempatan terhadap tindakan penghindaran dan
penyaia.hgmaan pajaih Kelemahan lainnya adalah beban pendapatan dari
pemberiakuan m holiday tidak dapat diperkirakan secara tepat sebelumnya,
juga t1ciak dapq% dlperklmkan besarnva biaya terkait dengan jumlah investasi
atau manfaat y‘ang dapat diakui oleh negara tujuan investasi. Selain itu, tax
hohciav mambeb@skan Uanghasﬂan vang diperoleh. Untuk investasi potensial
yang ilnvestorg .ya}»:ﬂ: -akan memperoleh keuntungan diatas tingkat
pengenf;baiian paﬁar, tax. holiday ekan menyebabkan hilangnya pendpaatan

pajak tanpa admya manfaat yang diperoleh karena dengan tingginya tingkat
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engembalian iersebur, investor tetap akan menanamkan modalnya walaupun
penger : I p

tanpa adanya mx holiday.

2.4 ;Pengeriéia%a Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan fakior terpenzing dalam proses produksi dan
sarana éaroéuksi?; karena manusialah vang mengontrol semua sumber — sumber
pengges:ak texmhut sehmgga menghasilkan barang . Menurut Undang
undang Nomer ﬁ”‘ Tzhun 2003 pasal | (saiu) yang dimaksud dengan tenaga
kerja adalah t1ap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam
maupun d1 Iuar hubungaal kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk
memen_uh1 ﬁeb@m masyarakat.

T;enaga kma atzn vang disebut dengan Penduduk Usia Kerja (PUK)
terdiri dan dua mﬁmnpok yartu :

1. Anigkatan ke&jﬁ yaitu tenaga kerja berusia 10 tahun yang selama
ser%.ﬁnggu yamg lalu ;mempumyaﬁ pekeijaan, baik vang bekerja maupun
yaz;a.g tidaké%fﬁempmyai pekerjaan tetap sedang mencari pekerjaan atau
mehgharaplé:?aﬁ pekerjaan.

2. Bukan angkamn kexja yaiiu tenaga kerje vang berusia 10 tahun ke atas
yamg ﬂelama semmggu yang lslu hanya bersekolah, mengurus rumah
tangga dzm t1daisz melakukan kegiatar yang dikategorikan bekeria,
seﬁilenaara tzé‘ak bekeria atau mencari kerja. Ketiga golongan dalam
ke%bmpok bukar an_gkaian kerja sewakfu — waktu dapat menawarkan

N

iR

39



jasfanya u171fﬁ§§ bekarja. Oleh sehab ite kelompok ini sering dinamakan

poient,al Zaaar Jforce.

Ad@pun munurut Lestamac:ii yang mengutip dari Swastha (2010) yang

menya.s:akan baﬁwa tenaga kerja dapat dibedakan sesuai dengan fungsinya,

yaltu ::
1. 'Il"e:nafrza~ kcr

pe’noambllan

a eksekutiﬁ tenaga kerja ini mempunyai tugas dalam

keputttéan dan meloksanakan fungsi organik manajemen,

megrencanai«;an, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkordinir dan

meir- gawasi; | -

2. Tenaﬂa keﬂﬁ opf:ramf jenis fenaga kerja ini adalah pelaksana yang

melaksamkan tugas - mbas terteniu vang dibebankan kepadanya. Tenaga

Le']a opelauif d1bag1 menjadi tigs, yaitu :

a Tenaga kerja temmpﬂ (skilled labour)

E:s T enaga kelja setengah teraropil (semi skilled labour)

c Teuaga E»Lega tléiaL terampi! (unskilled labour)

2.4.1 iPenyemip?afn Tenaga Kerja

?em:ludufk

Sekior yanrr me:r

'?yari;g terserap tersebar diberbagai sektor perckonomian.

1pekeriakan banvak orsng umumnya menghasilkan barang

dan Jasa yang rﬂamf besar Setiap sektor mengalami laju pertumbuhan yang

berbeda. Demlk:ﬂ%‘ :

tenaga E:{("Xjﬁ. Per

Pertama, terdapat

m pula dengan kemampuan setiap sektor dalam menyerap

E@daan laju perturabuban tersebut mengakibatkan dua hal.

?erbed&?n laju peaingkatan produktivitas kerja di masing —
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masingésektor. Kedu& Sez;:m'a beravgsur — angsur terjadi perubahan sektoral,
baik adalam pelﬁverapan. tenaga ketja maupun dalam kontribusinya dalam
pendapﬁtan 11&510}1&1 (Lestarlacil 2010). Jadi yang dimaksud dengan
penyerapan tenaga kenja sdaiam penilitian ini adalah jumlah atau banyaknya
orang y;an(F bekm:]a ci berbagal selctor perekonomian.

25 Kcrsmgka @%erp:klr

Gambarz 2 Diagram Kerangka Berpikir

Badan Kcordinasi
: . Penanamen Modal
i N, (BKFM)}
8 Investasi
("
. Dikelvarkarnya PMEK Nomor
' 13G/PME.011/2011 “Tax Holiday”
M
1 Realisasi Invesiasi PMDN dan
| B PMA
\E{ Pertumbuhan penyerapan
f i — tenaga kerja
Z Analisis )
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Dalam pe;rlelman ini, pembahasan mengenai upaya pemerintah Indonesia
untuk menmgka&an investasi di Indonesia guna pertumbuhan ekonomi nasional
dencran nmmber}mkukannya fasilitas berupa insentif pajak fax holiday yang
dlbemkan oleh ;}emerm iah yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Kevangan
Nomor HO/P"%h 011/2011 tentang pemberian fasilitas pembebasan atau
pengurangan Pa.;‘f“*’{ penghasilan badan, dibarapkan mampu menjadi daya tarik
tersendiﬁ bagi i%tiv_estor asing maupun investor dalam negeri untuk menanamkan

modalrya di Indonesia.

Sya,z'at éé;}gketentuan pemberian fasilitas ini telah diatur dalam Undang —
Undang dan Pmm Pemerintzh vang berlaku. Pemberian fax holiday hanya
dapat dibenkan %ﬂp&da penanam 1nodal baru yang merupakan industri pionir.
Sehmgga dapat; (ﬁk@t@m hasil analisa pertumbuhan dari realisasi penanaman
modal yang berféasél dari investor asing maupun dalam negeri, kemudian nantinya
dapat dlanahsm perkembangan periumbuhan penyerapan tenaga kerja di

Indonesia.




